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I. UMUM 

Dalam rangka melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, negara wajib menjaga persatuan dan 

kesatuan bangsa. Atas dasar pertimbangan tersebut, Presiden 

menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada tanggal 10 Juli 2017. 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 

tentang Organisasi Kemasyarakatan telah mendapat persetujuan dari 

Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 24 Oktober 2017 berdasarkan 

ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 sehingga perlu ditetapkan menjadi Undang-

Undang. 

Undang-Undang ini pada prinsipnya mengatur mengenai penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang 

www.peraturan.go.id
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Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

Cukup jelas. 
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